WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BATASAN PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

a. bahwa berdasarkan lampiran BAB V huruf O (angka 1 huruf j

1.

angka 2 huruf ¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyatakan bahwa batas jumlah pengajuan permintaan belanja
Tambahan Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
bahwa dalam rangka teiftib administrasi dan penatausahaan
keuangan secara efektif dan efisien, perlu diatur batasan jumlah
surat permintaan Tambahan Uang Persediaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa
etapkan Peraturan Walikota tentang
Penetapan Batasan Permintaan Tambahan Uang Persediaan

Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republ .k Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indones a Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022
Nomor 16);

Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ambon Tahun Anggaran 2Q23 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun
2022 Nomor 57);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATASAN

PERMINTAAN TAMBAHAN IfANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN
2023.

BAB j
KETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

ok LN

10.

11.

12.

Kota adalah Kota Ambon.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.

Walikota adalah Walikota Ambon.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

Satuan Kerja Perangkat Daearah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adaiah
Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD j“ang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya Kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Penguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya.

Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksankan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

13.Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.



14. Surat Penyedia Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan /Bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

16. Surat Permintaan Pembayaran Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka keija yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

17. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
dengan SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

18. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

19. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-
LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar peijanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan
jumlah penerima peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

21.Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh

BUD berdasarkan SPM.

BAB 1I
BATASAN PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

(1) Apabila dana UP tidak mencukupi untuk melaksanankan program/kegiatan pada
tahun beijalan, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanan
untuk kebutuhan yang sangat mendesak, maka SKPD mengajukan SPP
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).



(2) Penggunaan uang belum mencapai 80% sedangkan SKPD yang bersangkutan
memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namum sisa
dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

(3) batas jumlah pengajuan SPP-TU hams mendapatkan persetujuan dari pejabat
pengelola keuangan daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaan.

(4) batas waktu permintaan SPP-TU dibatasi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
bulan waktu beijalan.

(5) Apabila dana Tambahan uang persediaan (TUP) tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan wajib disetor kembali ke
Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Surat Pertanggungjawaban SPP-TU disampaikan kepada PPKD paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB 1III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
1 6 3amoan 2023

ParafKoordinafi

. WALIKOT{tjAMBON,
Sekretaris Kota

Asisten I/1II /III
i Kabag Hukum

ELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambo;
pada tanggal 9 j(aoaH 2023

IS KOTA AMBON,

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 5



